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A. Nama Penulis : Asep Muhammad Rahmat Siddiq 
B. NPM : 201020518038 
C. Judul Tesis : KEDUDUKAN HUKUM KELEMBAGAAN PENYULUHAN 

PERTANIANPERIKANAN, DAN KEHUTANAN DALAM 
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 

D. Jumlah Halaman : Halaman pengantar (vii), Halaman isi 150, Tahun Pembuatan 
2024 

E. Isi Abstrak 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan pengaturan penyuluhan Pertaniaan, 
Perikanan, dan Kehutanan yang diselenggarakan secara sistematis, terintegrasi dari pusat, 
provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Salah satu desain pengaturannya adalah 
Kelembagaan Penyuluhan Pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melahirkan 
permasalahan pada perubahan kewenangan sub urusan penyuluhan, sehingga terjadi 
ketidaksejajaran antar sub urusan penyuluhan yaitu penyuluhan perikanan ditarik ke 
pusat, penyuluhan kehutanan ditarik ke pusat dan provinsi, penyuluhan pertanian 
meskipun tidak tercantum, tetap diselenggarakan pada setiap tingkatan. Permasalahan ini 
memicu terjadinya perubahan Kelembagaan Penyuluhan di daerah, menjadi bagian dari 
dinas daerah dengan tugas dan fungsi penyuluhan dilaksanakan setingkat bidang, seksi, 
atau Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah. Permasalahan hukum dalam penelitian ini 
meliputi Bagaimanakah kondisi penyelenggaraan kelembagaan penyuluhan pertanian, 
perikanan dan kehutanan saat ini? Bagaimanakah kedudukan hukum Kelembagaan 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam Sistem Penyuluhan di Indonesia 
Setelah Perubahan Kewenangan Urusan Penyuluhan Dalam Pengaturan Pemerintahan 
Daerah? Bagaimanakah upaya pengaturan yang tepat dalam pembentukan Kelembagaan 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah? Jenis penelitian yuridis normatif, serta menggunakan teori 
kewenangan dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal. Hasil penelitian bahwa 
penyelenggaraan kelembagaan penyuluhan dilakukan dalam bentuk nomenklatur 
bervariasi, dan akan berpengaruh pada optimalisasi penyuluhan di daerah. Kedudukan 
hukum kelembagaan penyuluhan sesuai desain amanat Undang-Undang Sistem 
Penyuluhan tidak cukup kuat karena tidak dapat dibentuk atau dipertahankan lagi 
mengingat adanya kewenangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengatur 
lembaga tertentu di daerah, dan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Upaya pengaturan yang tepat adalah dengan 
mempertimbangkan menarik kewenangan penyuluhan ke pusat atau pada tingkat 
provinsi untuk optimalisasi pembangunan pertanian. Sarannya dengan merevisi Undang-
Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Sistem Penyuluhan. 
Kata Kunci : Kelembagaan Penyuluhan, Kewenangan, Urusan Pemerintahan Daerah 

F. Daftar Pustaka : 31 Buku, 17 peraturan perundang-undangan, 25 Jurnal, dan 6 
website internet 

G. Pembimbing : Dr. Mustakim, SH., M.H. 
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E. Abstract Contents 

Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2006 concerning the Agricultural, 
Fisheries and Forestry Extension System is an agricultural, fisheries and forestry 
extension regulation which is carried out systematically, integrated from the central, 
provincial, district/city and sub-district levels. One of the regulatory designs is a 
Government Extension Institution from the center to the regions. Law of the Republic of 
Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional Government, gave rise to problems 
in changing the authority of the sub-matter of extension, resulting in misalignment 
between sub-matter of extension, that fisheries extension was drawn to the center, 
forestry extension was drawn to the center and provinces, agricultural extension, 
although not listed, continues to be held at every level. This problem triggered a change 
in the Extension Institution in the region, becoming part of the regional service with the 
duties and functions of extension carried out at the level of the field, section or Regional 
Service Technical Implementation Unit. Legal issues in this research include: What is 
the current condition of institutional implementation of agricultural, fisheries and 
forestry extension?What is the legal position of Agricultural, Fisheries and Forestry 
Extension Institutions in the Extension System in Indonesia After Changes in the 
Authority for Extension Affairs in Regional Government Arrangements? What are the 
appropriate regulatory efforts in the formation of Agricultural, Fisheries and Forestry 
Extension Institutions in the administration of regional government affairs?This type of 
research is normative juridical, and uses the theory of authority and the theory of 
vertical division of power. The research results show that the implementation of 
extension institutions is carried out in various forms of nomenclature, and will have an 
impact on the optimization of extension in the regions. The legal position of extension 
institutions according to the design mandate of the Extension System Law is not strong 
enough because they cannot be formed or maintained any longer considering the 
authority of the Regional Government Law to regulate certain institutions in the regions, 
and regions are given the widest possible autonomy to carry out regional government 
affairs. The appropriate regulatory effort is to consider withdrawing extension authority 
to the center or at the provincial level to optimize agricultural development. The 
suggestion is to revise the Regional Government Law and the Extension System Law. 
Keywords : Extention Institution, Authority, Regional Government Affairs 

F. References : 31 Books, 17 Law and Regulation, 25 Journal, and 6 internet 
website 
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